BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan kebutuhan yang perlu dipenuhi
dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah
strategis membangun aparatur negara lebih berdaya guna dan berhasil
guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan
nasional. Reformasi birokrasi ini dilaksanakan dengan
mempertimbangkan latar belakang sebagai berikut : Praktek Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini; Tingkat
kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan
publik; Tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang belum
optimal dari birokrasi pemerintahan; Tingkat transparansi dan
akuntabilitas birokrasi pemerintahan masih rendah; Tingkat disiplin
dan etos kerja pegawai masih rendah.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan
proses tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan,
melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak
sedikit. Selain itu, reformasi birokrasi pun perlu menata ulang proses
birokrasi dari tingkat (level) tertinggi hingga terendah dan melakukan
terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah
bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar
kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan
paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa
(business not as usual). Oleh karena itu, reformasi birokrasi nasional
perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan
berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan
daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan
paradigma dan peran baru. Upaya tersebut membutuhkan suatu grand
design dan road map reformasi birokrasi yang mengikuti dinamika
perubahan penyelenggaraan pemerintahan sehingga menjadi suatu

living document.



Untuk mengubah birokrasi yang handal dan professional,
Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan strategis. Salah
satunya adalah adanya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi
dalam tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi, dapat dilihat pada
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Gambar 1.1
Grand Design Reformasi Birokrasi

Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga
atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada
tahap akhir ini, reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter
birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan
dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas
dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam Grand Design
Reformasi Birokrasi Indonesia adalah “Terwujudnya Pemerintahan
Kelas Dunia Tahun 2025”. Visi tersebut menjadi acuan bagi seluruh
arah pemerintahan termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Pemerintahan kelas dunia adalah sistem pemerintahan yang berbasis
teknologi informatika dan komunikasi yang didukung birokrat
profesional dan Dberintegritas tinggi, mampu menyelenggarakan
pelayanan prima kepada masyarakat dan mengikuti perkembangan

manajemen pemerintahan yang terbaru dan berkembang secara

demokratis.



